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Abstrak  

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sektor produksi yang vital bagi negara dikelola demi sebesar-

besar kesejahteraan rakyat, sehingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) dibentuk 

sebagai instrumen negara dalam perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tujuan Perum 

bersifat hierarkis dengan kemanfaatan umum sebagai prioritas utama. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

BUMN mengubah struktur ini menjadi dua tujuan yang setara, yaitu kepentingan umum dan keuntungan, tanpa menjelaskan 

urutan prioritas di antara keduanya. Ketidakjelasan hierarki tujuan ini menimbulkan persoalan mendasar bagi 

pertanggungjawaban hukum Direksi Perum, khususnya dalam penerapan doktrin Business Judgment Rule yang diatur dalam 

Pasal 9F. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketidakpastian normatif tersebut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum 

Direksi Perum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Aturan Penilaian Bisnis dalam Pasal 9F tidak dapat 

berfungsi secara optimal karena tolok ukur itikad baik sebagai syarat utamanya menjadi tidak jelas ketika dua tujuan yang 

sama-sama sah secara hukum saling berbenturan. Kondisi ini diperparah oleh kerugian Perum Bulog sebesar Rp550 miliar 

akibat beban pelayanan publik yang tidak sebanding dengan laba yang diperoleh. Penelitian ini merekomendasikan 

penambahan penjelasan Pasal 36 yang menegaskan hierarki tujuan Perum serta penyusunan pedoman teknis penerapan 

doktrin Business Judgment Rule guna memulihkan kepastian hukum pertanggungjawaban Direksi. 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Direksi, Tujuan Ganda, Business Judgment Rule, Kepastian Hukum

1. Latar Belakang 

Perekonomian negara adalah salah satu bidang yang diatur oleh konstitusi di Indonesia. Menurut Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sektor produksi yang sangat penting bagi negara dan berdampak 

pada mata pencaharian rakyat harus dipimpin oleh negara dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

yang sebesar-besarnya. Dengan menggunakan ketentuan konstitusional ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

didirikan untuk membantu pemerintah mengawasi sektor-sektor penting yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh 

mekanisme pasar bebas [1]. 

Konstitusi Indonesia mengatur salah satu bidang, yaitu ekonomi negara. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sektor produksi yang sangat penting bagi negara dan berdampak 

pada mata pencaharian rakyat harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang 

sebesar-besarnya. BUMN didirikan berdasarkan ketentuan konstitusional ini untuk membantu pemerintah 

mengawasi sektor-sektor penting yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh pasar bebas[2]. Tujuan utama badan 

usaha milik negara digariskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 

Perusahaan negara memiliki tujuan tunggal dalam Pasal 36 Ayat (1), dan bagian penjelasan pasal tersebut 

menegaskan bahwa perusahaan negara "mengutamakan pelayanan kepentingan umum" dalam kegiatan usahanya, 

dan bahwa laba hanya diperlukan "untuk mewujudkan kelangsungan usaha". Pernyataan ini jelas menunjukkan 

bahwa kepentingan umum adalah tujuan utama, dan laba hanya diperlukan untuk "mewujudkan kelangsungan 

usaha". 
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Struktur ini telah diubah secara signifikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (tentang Amandemen 

Ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Dalam Pasal 36 Undang-Undang, Badan Usaha Milik Negara 

(Perum) didirikan dengan dua tujuan terpisah: (a) menyediakan dan menjamin pasokan barang dan/atau jasa untuk 

kepentingan umum, dan (b) memperoleh keuntungan. Tiga konsekuensi normatif dihasilkan oleh perubahan ini. 

Pertama, keuntungan yang sebelumnya dianggap sebagai sarana telah ditingkatkan menjadi tujuan yang jelas dan 

terpisah. Kedua, penggunaan kata penghubung "dan" menunjukkan bahwa kedua tujuan tersebut bersifat kumulatif 

dan secara tata bahasa setara. Ketiga, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang menekankan 

pentingnya kepentingan umum, undang-undang ini tidak menjelaskan hubungan antara kedua tujuan tersebut[3]. 

Selain itu, fakta berikut menunjukkan ketidakjelasan normatif ini: berdasarkan logika hierarki yang terkandung 

dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, urutan (a) 

dan (b) dapat dianggap sebagai representasi dari urutan prioritas, di mana ketentuan yang disebutkan pertama 

memiliki kedudukan yang lebih tinggi [4]. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak menekankan 

penafsiran ini dalam penjelasan pasal, tidak jelas apakah urutan huruf tersebut menunjukkan hubungan hierarki 

atau hanya sekadar penomoran yang tidak memiliki makna hukum. 

Studi sebelumnya tentang "Business judgement rule" (juga dikenal sebagai "Aturan Penilaian Bisnis" atau BJR) 

pada perusahaan milik negara sebagian besar berkonsentrasi pada hubungannya dengan kerugian keuangan negara 

dan masalah korupsi. Penelitian ini menyelidiki luasnya tanggung jawab dewan direksi atas tindak pidana korupsi 

setelah undang-undang penilaian bisnis diberlakukan, serta tanggung jawab pidana direktur dan komisaris 

perusahaan milik negara setelah revisi undang-undang perusahaan milik negara. Penelitian umumnya didasarkan 

pada asumsi bahwa "tujuan perusahaan telah jelas", sehingga fokus penelitian hanya terbatas pada penerapan 

"Business judgment rule". Namun, penelitian ini mempertanyakan prasyarat yang selama ini dianggap jelas 

kejelasan tujuan perusahaan sebagai dasar untuk menilai itikad baik dewan direksi. 

Kekosongan penelitian mengenai hubungan antara ketidakjelasan hierarki tujuan organisasi dan efektivitas 

"prinsip pertimbangan komersial" pada BUMN merupakan keunikan dari penelitian ini. Urgensi penelitian ini juga 

didukung oleh fakta: pada tahun 2025, Perum Bulog mengalami kerugian sebesar 550 miliar rupiah karena 

menjalankan tugas layanan publik namun tidak memperoleh laba yang memadai; hasil audit Badan Pemeriksa 

Keuangan (BUMN) menunjukkan bahwa pengalihan kegiatan komersial menjadi layanan publik menyebabkan 

kerugian sebesar 98,9 miliar rupiah [5]. 

Menurut paparan di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Direksi Perseroan 

Terbatas dalam menghadapi tujuan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pada 

efektivitas doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis dalam Pasal 9F sebagai instrumen perlindungan Direksi dalam 

ketiadaan hierarki normatif antara tujuan kepentingan umum dan tujuan memperoleh keuntungan. 

Kompleksitas status hukum Perum sebagai badan hukum yang berada di persimpangan hukum publik dan privat 

semakin memperparah masalah ini. Sebagai badan hukum, Perum memiliki aset yang terpisah dari aset negara, 

sehingga memungkinkan Perum untuk bertindak secara independen dalam hal hukum. Namun, negara, sebagai 

pemilik modal tunggal, tetap memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. 

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa reformasi tata kelola BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2025 membawa perubahan struktural yang luas, mulai dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya 

Anagata Nusantara hingga penegasan kembali status hukum pejabat dan aset BUMN[6]. Perubahan struktural ini 

umumnya diperiksa secara terpisah dari perumusan tujuan institusional Perum, padahal kedua aspek tersebut saling 

berkaitan erat. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan 

aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang diteliti. Penelitian hukum 

normatif berfokus pada norma hukum sebagai objek penelitian tanpa memeriksa praktik hukum di lapangan 

(hukum dalam tindakan), sehingga hasil penelitian berupa resep untuk perumusan masalah yang diajukan. 

Studi ini menggunakan tiga metode komplementer. Pertama, metode hukum digunakan untuk memeriksa Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan penjelasannya, Pasal 36 serta Pasal 9F dan Pasal 9G Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 2025, Pasal 33 Konstitusi 1945, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Kedua, konsep tujuan ganda, kewajiban fidusia, pertanggungjawaban hukum, aturan pertimbangan bisnis, dan 

kepastian hukum dievaluasi melalui penggunaan metode konseptual. Ketiga, metode historis digunakan untuk 

melihat bagaimana pengaturan tujuan utama berubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 hingga Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2025. 

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

undangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas adalah materi hukum 

utama yang dibahas dalam penelitian ini. 

Materi hukum sekunder, berupa buku teks hukum dan artikel jurnal ilmiah yang membahas akuntabilitas direksi 

BUMN, doktrin Business Judgment Rule, dan kepastian hukum dalam mengatur BUMN, digunakan untuk 

memperkuat analisis normatif dengan perspektif doktrinal yang relevan. Materi hukum tersier, berupa kamus 

hukum, digunakan untuk mengklarifikasi terminologi yang digunakan dalam analisis. 

Analisis materi hukum dilakukan secara preskriptif menggunakan empat metode komplementer. Interpretasi 

hukum digunakan untuk menginterpretasikan teks Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Harmonisasi 

hukum digunakan untuk memeriksa kesesuaian Pasal 36 dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

norma yang lebih tinggi berdasarkan hierarki hukum dan peraturan. Sistematisasi hukum digunakan untuk 

memeriksa hubungan antara Pasal 36 dengan Pasal 9F dan Pasal 9G dalam sistem normatif yang lengkap. Temuan 

hukum digunakan untuk merumuskan preskripsi normatif mengenai akuntabilitas hukum Direksi Perum. 

3. Pembahasan 

Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit mengadopsi doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis, 

yang menyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

pribadi atas kerugian yang dialami BUMN selama mereka dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut dibuat 

dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN, berdasarkan rasionalitas dan penelitian yang memadai, dan tanpa 

konflik kepentingan. Pasal 9G memperkuat hal ini karena menyatakan bahwa kerugian bisnis yang wajar tidak 

dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dengan konsekuensi pidana karena Direksi 

dan Komisaris BUMN bukanlah pejabat negara [7]. 

Namun, ketika doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis diterapkan pada Perseroan Terbatas (Perum), yang memiliki 

dua tujuan kelembagaan yang sama, muncul masalah penting. Syarat utama BJR adalah itikad baik, yang 

memerlukan bukti bahwa keputusan dibuat demi kepentingan terbaik perusahaan. Ketika kepentingan perusahaan 

terbagi menjadi kepentingan umum dan keuntungan tanpa hierarki yang jelas dalam Pasal 36, konsep "kepentingan 

perusahaan" kehilangan keunikannya sebagai dasar penilaian. 

Dua skenario dapat dibuat untuk menggambarkan masalah ini secara konkret. Skenario pertama terjadi ketika 

Dewan Direksi memprioritaskan kepentingan umum dengan menjual barang atau jasa dengan harga terjangkau, 

meskipun hal itu mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan. Dalam skenario ini, argumen perlindungan 

hukum hanya dapat mengandalkan huruf (a) Pasal 36 tanpa menegaskan hierarki yang memiliki kekuatan normatif 

yang setara dengan frasa "lebih penting" dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 [8]. 

Skenario kedua terjadi ketika Dewan Direksi memprioritaskan keuntungan dengan menetapkan harga komersial 

meskipun hal itu mengurangi keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat. Kedua skenario tersebut 

menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum melekat pada kedua arah yang dapat diambil oleh Dewan Direksi. 

Akar masalah ini dapat ditelusuri pada ambiguitas struktural Pasal 36 itu sendiri. Berdasarkan logika hierarki 

sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, susunan huruf (a) secara 

teoritis dapat diartikan memiliki status lebih tinggi daripada huruf (b). Namun, tanpa penjelasan pasal yang secara 

eksplisit menegaskan interpretasi analogis untuk konteks Pasal 36, kekuatan argumen ini hanya bersifat 

argumentatif dan dapat diperdebatkan, bukan norma yang mengikat. 

Ketidakpastian normatif ini memiliki konsekuensi yang luas bagi mekanisme pengawasan, baik internal maupun 

eksternal. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) akan menghadapi kesulitan 
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dalam menentukan kriteria penilaian kinerja untuk BUMN (Perum), karena tidak ada kejelasan apakah kinerja 

perusahaan harus diukur terutama dengan pencapaian manfaat publik, dengan pencapaian laba, atau dengan 

kombinasi keduanya dengan bobot normatif yang tidak ditentukan. 

Masalah normatif ini sejalan dengan temuan lapangan di Perum Bulog, yang mencatat kerugian sebesar Rp 550 

miliar pada tahun 2025 karena beban tugas publik yang tidak disertai dengan margin laba yang memadai. Temuan 

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga mengungkapkan kerugian sebesar Rp 98,9 miliar akibat pengalihan 

persediaan dari kegiatan komersial ke pelayanan publik. 

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang memberikan pedoman tunggal dan jelas bagi 

Dewan Direksi melalui penjelasan Pasal 36, doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis dalam Pasal 9F Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2025, meskipun secara tekstual lebih komprehensif dan eksplisit, beroperasi dalam lingkungan 

normatif yang lebih tidak pasti daripada pendahulunya. Implikasi dari situasi ini tidak terbatas pada tanggung 

jawab hukum masing-masing Direksi atas satu atau dua keputusan, tetapi meluas ke seluruh mekanisme tata kelola 

perusahaan [9]. 

Dimensi tanggung jawab perdata dan pidana Direksi Perum juga dipengaruhi oleh ketidakpastian ini. Dari dimensi 

perdata, Dewan Direksi bertanggung jawab secara bersama-sama dan secara tanggung jawab sendiri atas kerugian 

perusahaan akibat kesalahan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari dimensi pidana, meskipun Pasal 9G telah menghapus status administrator 

negara bagi Direksi BUMN sehingga mengurangi risiko kriminalisasi, tindakan yang mengandung unsur 

penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan masih dapat menyebabkan tanggung jawab pidana. 

Isu hierarki tujuan yang ambigu ini juga memiliki implikasi terhadap efektivitas prinsip Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (GCG) di BUMN. Implementasi GCG yang efektif membutuhkan visi dan tujuan institusional yang 

jelas sebagai indikator untuk menilai kinerja organ perusahaan secara konsisten dan terukur. Ketika tujuan 

institusional BUMN banyak dan tanpa hierarki yang jelas, standar akuntabilitas, salah satu pilar utama GCG, tidak 

dapat ditegakkan secara objektif. 

Perbandingan dengan tujuan BUMN juga memperkuat temuan ini. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 

secara eksplisit menetapkan laba sebagai tujuan utama Perseroan Terbatas (Persero) tanpa ambiguitas, sehingga 

Dewan Direksi Persero memiliki hierarki tujuan yang lebih baik daripada Dewan Direksi Perum. Paradoks ini 

menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan perhatian yang tidak proporsional pada kepastian 

hukum untuk kedua bentuk BUMN tersebut. 

Implikasi lebih lanjut dari ketidakpastian dalam hierarki tujuan ini dapat diamati dalam potensi perbedaan 

penilaian antar lembaga penegak hukum. Pejabat penegak hukum yang menyelidiki kerugian dari perusahaan 

publik akan menghadapi pertanyaan yang sama dengan Dewan Direksi. Tanpa pedoman yang seragam, penilaian 

kasus dengan karakteristik serupa berpotensi menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada interpretasi 

subjektif dari masing-masing pihak yang berwenang. 

Berdasarkan analisis ini, penguatan kepastian hukum atas akuntabilitas Direksi Perusahaan Publik (Perum) 

memerlukan langkah-langkah normatif yang konkret. Langkah pertama adalah menambahkan penjelasan pada 

Pasal 36, yang menekankan hierarki antara kepentingan umum dan laba. Langkah kedua adalah mengembangkan 

pedoman teknis untuk menerapkan Aturan Pertimbangan Bisnis [10]. Langkah ketiga adalah memperkuat 

mekanisme pelaporan kinerja yang menyeimbangkan indikator keuangan dan pelayanan publik. Langkah keempat 

adalah memperkuat peran Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan kolektif untuk keputusan strategis 

yang berpotensi menimbulkan konflik signifikan antara kedua tujuan tersebut. 

Pemahaman mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum Direksi Perum tidak dapat dipisahkan dari sejarah 

pengaturan status hukum Direksi BUMN di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2025, status Direksi BUMN yang dimasukkan sebagai penyelenggara negara dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi yuridis yang besar, karena setiap 

kebijakan bisnis yang diambil Direksi BUMN dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara sehingga sangat 

rentan terseret pada tanggung jawab administratif hingga pidana dalam lingkup hukum publik. Perubahan 

paradigma ini menjadi latar penting untuk memahami kedudukan Direksi Perum dalam sistem hukum yang berlaku 

saat ini. 
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Perubahan paling mendasar yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 adalah dihapusnya 

status Direksi BUMN sebagai penyelenggara negara melalui Pasal 9G. Di satu sisi, perubahan ini memberikan 

perlindungan hukum yang lebih aman dari risiko kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang wajar. Namun di sisi 

lain, perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban publik yang 

semestinya tetap mengikat organ perusahaan, mengingat Direksi mengelola aset negara dan melayani kepentingan 

masyarakat. Bagi Perum yang memegang mandat pelayanan publik yang kuat sesuai Pasal 36 huruf (a), persoalan 

ini menjadi semakin pelik karena hilangnya status penyelenggara negara dapat ditafsirkan bahwa keputusan 

Direksi Perum yang memengaruhi hajat hidup orang banyak tidak lagi dapat diawasi melalui instrumen hukum 

administrasi negara. 

Tanggung jawab hukum Direksi Perum dapat dianalisis melalui dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu ranah 

perdata dan ranah pidana. Dari sisi perdata, Direksi memikul tanggung jawab secara tanggung renteng atas 

kerugian perusahaan akibat kesalahan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku secara mutatis mutandis. Tanggung jawab perdata ini 

memerlukan pembuktian hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan Direksi dan kerugian nyata yang diderita 

perusahaan. Dari sisi pidana, meskipun Pasal 9G telah menghapus status penyelenggara negara bagi Direksi 

BUMN sehingga kerugian bisnis yang wajar tidak dapat lagi secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian 

negara, tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, niat buruk, atau konflik kepentingan tetap 

dapat menyeret Direksi ke ranah pidana. 

Bagi Direksi Perum, kerumitan tanggung jawab ini berlipat ganda karena penilaian tidak hanya dilakukan dari 

sudut pandang hukum korporasi konvensional, melainkan juga dari sudut pandang pemenuhan mandat pelayanan 

publik pada Pasal 36 huruf (a), yang harus diseimbangkan dengan target memperoleh keuntungan pada huruf (b). 

Tanpa adanya hierarki yang tegas antara kedua tujuan tersebut, setiap kebijakan yang cenderung memprioritaskan 

salah satu tujuan berisiko dinilai mengabaikan tujuan yang lain, sehingga standar penilaian akuntabilitas Direksi 

menjadi tidak stabil dan rawan multitafsir baik dalam pengawasan internal maupun eksternal. 

Perlindungan Direksi Perum Melalui Doktrin Business Judgment Rule dalam Pasal 9F 

Doktrin Business Judgment Rule merupakan prinsip hukum perusahaan yang berakar dari tradisi common law dan 

diadopsi secara tertulis ke dalam Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Doktrin ini memberikan 

perlindungan bagi Direksi dari tanggung jawab hukum atas keputusan bisnis yang berujung rugi, sepanjang Direksi 

dapat membuktikan bahwa kebijakan tersebut diambil dalam batas kewenangannya, didasarkan pada informasi 

yang cukup, dilakukan dengan itikad baik, serta bebas dari benturan kepentingan. Empat elemen kumulatif ini 

wajib dipenuhi sekaligus agar perlindungan BJR dapat diberlakukan secara sah. 

Khusus dalam konteks BUMN, unsur itikad baik tidak dapat diukur hanya dari kepentingan internal korporasi, 

melainkan juga harus mempertimbangkan kepentingan negara selaku pemilik modal serta kepentingan masyarakat 

sebagai pemangku kepentingan utama. Persoalan muncul ketika Pasal 36 menempatkan kemanfaatan umum dan 

keuntungan dalam kedudukan yang setara tanpa hierarki, sehingga unsur itikad baik dalam BJR tidak memiliki 

tolok ukur tujuan yang tunggal. Akibatnya, Direksi yang mendahulukan kemanfaatan umum berisiko dianggap 

tidak memenuhi standar kehati-hatian komersial, sementara Direksi yang mendahulukan keuntungan berisiko 

dianggap mengabaikan mandat pelayanan publik. 

Syarat kajian yang mendalam sebagai elemen kedua BJR juga membawa dampak besar bagi Direksi Perum. 

Standar kajian yang layak mewajibkan Direksi mengumpulkan dan membedah data secara seimbang, sesuai 

tingkat risiko kebijakan yang diambil. Untuk konteks Perum, kajian yang memadai tidak boleh hanya terbatas pada 

analisis finansial, melainkan juga harus menyertakan analisis dampak keputusan terhadap pemenuhan misi 

pelayanan publik. Beban kajian yang lebih kompleks ini menuntut setiap kebijakan yang berpotensi memicu 

benturan antara dua sasaran yang setara untuk ditopang oleh hasil kajian yang dapat meyakinkan bahwa pilihan 

tersebut merupakan solusi terbaik dalam situasi tersebut. 

Syarat ketiadaan konflik kepentingan memiliki relevansi khusus bagi Direksi Perum karena potensi konflik di 

lingkungan BUMN jauh lebih luas, melibatkan relasi tiga arah antara Direksi, negara selaku pemilik modal, dan 

masyarakat sebagai penerima layanan. Setiap keputusan yang memprioritaskan salah satu target secara otomatis 

rawan dituduh membenturkan kepentingan negara yang menuntut profitabilitas dengan kepentingan masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan optimal. Dengan demikian, meskipun doktrin Business Judgment Rule merupakan 
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langkah maju dalam memberikan kepastian hukum bagi pengurus BUMN, efektivitasnya dalam lingkungan Perum 

tetap terbatas selama tidak ditopang oleh penegasan hierarki tujuan yang menjadi tolok ukur utama penilaian itikad 

baik. 

Ketidakpastian Hukum Pertanggungjawaban Direksi Akibat Hilangnya Hierarki Tujuan 

Ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban Direksi Perum tidak dapat dipisahkan dari pergeseran status 

keuangan BUMN sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penegasan bahwa 

kekayaan BUMN merupakan modal yang dipisahkan dari kekayaan negara memberikan kepastian hukum yang 

lebih baik pada aspek keuangan. Akan tetapi, penguatan tersebut tidak diimbangi dengan kejelasan yang setara 

mengenai tingkatan prioritas tujuan kelembagaan Perum dalam Pasal 36, sehingga jaminan kepastian hukum yang 

telah dicapai pada aspek keuangan tidak diikuti oleh kepastian hukum yang sama pada aspek penentuan tujuan 

perusahaan, padahal aspek ini merupakan fondasi utama untuk menilai pertanggungjawaban Direksi. 

Batasan tanggung jawab Direksi dalam payung Business Judgment Rule pada dasarnya bertumpu pada satu 

pertanyaan kunci, yaitu apakah kebijakan yang diputuskan diambil atas dasar itikad baik demi kepentingan 

perusahaan. Pertanyaan ini menjadi rumit ketika konsep kepentingan perusahaan itu sendiri tidak lagi bersifat 

tunggal akibat struktur tujuan ganda dalam Pasal 36. Ketiadaan kejelasan mengenai sasaran korporasi mana yang 

harus dijadikan acuan utama ketika dua tujuan yang sama-sama sah secara hukum saling berbenturan 

menyebabkan doktrin Business Judgment Rule dalam Pasal 9F hanya hidup secara tertulis dalam teks undang-

undang, namun secara fungsional tidak dapat digerakkan secara optimal untuk melindungi Direksi Perum. 

Implikasi ketidakpastian normatif ini meluas pada mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. 

Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan akan menghadapi kesulitan menentukan kriteria penilaian 

kinerja Perum, karena tidak ada kejelasan apakah kinerja harus diukur dari pencapaian manfaat publik, pencapaian 

laba, atau kombinasi keduanya dengan bobot yang tidak ditentukan secara normatif. Pejabat penegak hukum yang 

menyelidiki kerugian perusahaan publik juga menghadapi pertanyaan yang sama, sehingga tanpa pedoman yang 

seragam, penilaian kasus dengan karakteristik serupa berpotensi menghasilkan kesimpulan berbeda bergantung 

pada interpretasi subjektif masing-masing pihak yang berwenang. 

Praktik Benturan Tujuan Perusahaan Umum dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Direksi 

Benturan antara tujuan kemanfaatan umum dan tujuan memperoleh keuntungan bukan sekadar wacana normatif, 

melainkan realitas operasional yang berulang dalam praktik manajemen Perum. Kasus Perum Bulog yang mencatat 

kerugian sebesar Rp550 miliar pada tahun 2025 akibat beban pelayanan publik yang tidak disertai margin laba 

yang proporsional menjadi ilustrasi konkret atas dilema yang dihadapi Direksi sehari-hari. Pada saat manajemen 

Perum mendahulukan kemanfaatan sosial, ketahanan modal perusahaan mengalami penurunan drastis. Sebaliknya, 

ketika fokus komersial dijadikan prioritas, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak 

berisiko terpinggirkan. 

Kondisi tersebut menempatkan Direksi Perum dalam posisi dilematis karena setiap opsi kebijakan yang diambil 

berisiko memicu dampak negatif, baik berupa tekanan finansial bagi korporasi maupun pengabaian hak dasar 

masyarakat. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan kerugian sebesar Rp98,9 miliar 

akibat pengalihan kegiatan komersial menjadi layanan publik memperkuat kesimpulan bahwa konflik antara dua 

tujuan Perum merupakan realitas yang berdampak langsung pada kedudukan hukum Direksi dalam 

mempertanggungjawabkan setiap keputusan strategis yang diambil. 

Praktik benturan tujuan ini juga berimplikasi pada efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance) di lingkungan Perum. Implementasi GCG yang efektif membutuhkan visi dan 

tujuan institusional yang jelas sebagai indikator penilaian kinerja organ perusahaan secara konsisten dan terukur. 

Ketika tujuan institusional Perum bersifat ganda tanpa hierarki yang jelas, standar akuntabilitas sebagai salah satu 

pilar GCG tidak dapat ditegakkan secara objektif, karena penilaian kinerja Direksi selalu dapat dipertanyakan dari 

perspektif tujuan lain yang dianggap tidak terpenuhi. 
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Rekomendasi Normatif bagi Penguatan Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Direksi Perum 

Berdasarkan analisis terhadap ketidakpastian hukum yang telah diuraikan, penguatan kepastian hukum atas 

akuntabilitas Direksi Perum memerlukan langkah normatif yang konkret dan bertahap. Rekomendasi pertama 

adalah menambahkan penjelasan pada Pasal 36 yang menegaskan hierarki antara kemanfaatan umum dan 

keuntungan, dengan model serupa penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang secara tegas 

menyatakan bahwa Perum lebih mengutamakan pelayanan demi kemanfaatan umum. Penambahan penjelasan 

pasal ini relatif dapat dilakukan dalam jangka pendek karena hanya memerlukan revisi terbatas tanpa mengubah 

substansi norma yang sudah ada. 

Rekomendasi kedua adalah menyusun pedoman teknis penerapan doktrin Business Judgment Rule yang secara 

spesifik mengatur bagaimana unsur itikad baik dinilai ketika Direksi dihadapkan pada situasi benturan antara dua 

tujuan yang sejajar. Pedoman teknis ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan internal Kementerian BUMN 

atau lembaga pengawas terkait, sehingga memberikan panduan yang seragam bagi aparat penegak hukum, auditor, 

dan pengawas internal dalam menilai kebijakan Direksi Perum, sekaligus mengurangi risiko perbedaan penilaian 

yang dapat merusak kepastian hukum. 

Rekomendasi ketiga adalah memperkuat mekanisme pelaporan kinerja Perum yang menyeimbangkan indikator 

keuangan dan pelayanan publik, sehingga laporan tahunan tidak hanya memuat capaian keuntungan, melainkan 

juga indikator keberhasilan dalam menjalankan misi pelayanan masyarakat secara terukur. Rekomendasi keempat 

adalah memperkuat peran Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan kolektif terhadap keputusan strategis 

yang berpotensi menimbulkan konflik signifikan antara kedua tujuan tersebut, sebagai bentuk pengawasan internal 

yang dapat memperkuat unsur kajian memadai sebagaimana dipersyaratkan oleh doktrin Business Judgment Rule. 

Implementasi keseluruhan rekomendasi normatif tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan 

mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas masing-masing langkah. Penambahan penjelasan pasal dapat 

dilakukan dalam jangka pendek, sementara penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis memerlukan 

waktu yang lebih panjang karena melibatkan proses konsultasi dan harmonisasi yang lebih kompleks. Seluruh 

rekomendasi tersebut pada dasarnya bertujuan mengembalikan kejelasan hierarki tujuan Perum sebagaimana yang 

dimiliki dalam rezim Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sembari tetap mempertahankan kemajuan positif 

yang telah dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, seperti perlindungan Direksi melalui doktrin 

Business Judgment Rule dan penghapusan status penyelenggara negara yang tidak proporsional. Tanpa langkah-

langkah ini, doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis akan tetap menjadi instrumen yang secara tekstual tersedia, tetapi 

secara fungsional tidak dapat dioperasionalkan secara optimal oleh Direksi Perum dalam menghadapi tujuan ganda 

yang melekat pada kedudukannya sebagai instrumen negara dalam perekonomian nasional. 

4. Kesimpulan 

Tanggung jawab hukum Direksi Perseroan Terbatas dalam menghadapi tujuan ganda berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2025 mengandung ketidakpastian hukum yang signifikan. Doktrin Aturan Pertimbangan Bisnis 

dalam Pasal 9F belum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal 36 menempatkan kepentingan 

umum dan laba pada kedudukan yang sama tanpa penjelasan mengenai hierarki, sehingga landasan untuk menilai 

itikad baik Direksi menjadi tidak jelas, baik dalam dimensi tanggung jawab perdata maupun pidana. Kondisi ini 

berbeda dengan rezim Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang memberikan kepastian hukum melalui 

penegasan eksplisit tentang hierarki tujuan. Studi ini merekomendasikan penambahan penjelasan pasal yang 

menekankan hierarki tujuan Perseroan Terbatas dan penyusunan pedoman teknis untuk implementasi Aturan 

Pertimbangan Bisnis guna memperkuat kepastian hukum pertanggungjawaban Direksi. 
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